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ABSTRACT
This study aims to answer the question of how the law of inheritance and relationship with 
daha tua under customary law Bali. After doing legal research by reviewing a number of 
normative rules of customary law relating to inheritance and the results were analyzed with 
the theory of the legal system, justice theory and feminist theory, then we can conclude the 
nature of inheritance under customary law Bali is the process of transfer of the assets, debts, 
obligations and the responsibility of the heir to the heir to consider whether the position as 
purusa or not as Purusa. 
This is in accordance with the kinship system adopted by indigenous people in Bali are 
patrilineal, where applicable three inheritance system that is individual, collective and 
mayorat. Daha tua in Bali inheritance under customary law is largely determined by its 
status as Purusa or not. Daha tua is purusa, if it does not have siblings (only child), where 
his right to inheritance is the same as a boy with the status of Purusa. 
If the status is not an daha tua purusa then heritage inadmissibility under customary law as 
contained in the Bali awig awig and Main Assembly decision Pakraman (MUDP) is the same 
as the young women who have not married, are only entitled to use the property in order 
to get rich from their parents as the soul of funds or property that are used to maintain its 
viability. Subsequent developments MUDP Assembly decided, a woman is entitled to receive 
half of the inheritance rights purusa after the third cut to inheritance and preservation of the 
interests of all the women were not converted and lawlessness on their parents. Inheritance 
received daha parents also depends on the role of the structure that has the authority to 
regulate the provision of such heritage Pakraman and Village Main Assembly. Furthermore, 
it is suggested to indigenous villages are advised to adopt decisions in the Great Assembly 
awig awig as stated in the decision Majelis Utama Desa Pakraman.
Keywords: Daha Tua, Inheritance, Bali Customary Law.
I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Perempuan yang tdak kawn 
dsebut daha tua. Kehdupan mereka 
menjad perhatan ketka kemampuannya 
dalam bdang ekonom danggap mampu, 
meyebabkan mereka akan dsayang oleh 
kerabatnya. Sebalknya ketka mereka tdak 
cukup mampu dalam bdang ekonom, 
apalag tdak mampu bernteraks dengan 
bak maka ada kecendrungan mereka akan 
terabakan atau anggota keluarga akan 
menganggapnya sebaga beban. Keadaan 
dalam keluarga sepert n serngkal 
mengantarkandaha tua ke pant sosal yang 
bertugas memelhara para lanjut usa. Hal n 
dsebabkan karena daha tua tdak memlk 
anak yang bertanggung jawab untuk 
menunjang kelangsungan hdupnya. Ketka 
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adadaha tuayang dsayang dan dajak hdup 
bersama d rumah, alasan dpertahankannya 
daha tua n supaya kelak ketka mennggal 
duna,  hartanya bsa dnkmat oleh anggota 
keluarga lannya.
Dalam budaya Bal perempuan 
memlk peran yang sangat strategs 
memelhara tetap ajegnya budaya Bal yang 
dlandas oleh ajaran agama Hndu bak d 
lngkungan keluarga maupun masyarakat 
yang lebh luas.  Bahkan dapat dkatakan 
perempuan adalah tulang punggung kegatan 
keagamaan sehngga tanpa keterlbatan 
perempuan, kegatan keagamaan tdak dapat 
berlangsung. Hal n dsebabkan oleh karena 
rtual agama yang dlakukan sebagan besar 
adalah hasl gotong royong kaum perempuan, 
tdak saja dalam proses pengerjaannya, 
namun juga pembayaan pembuatan rtual 
keagaamaan npun juga kut dtanggung oleh 
phak perempuan. Keberadaan perempuan 
yang sangat sentral dalam kehdupan 
masyarakat adat d Bal sesungguhnya tdak 
dapat dngkar, dan hal n semestnya 
menghlangkan mind set perempuan dnomor 
duakan. Kenyataan n bsa dlhat dar 
bagamana perlakuan pembagan warsan 
yang dterma oleh perempuan Bal. Keadaan 
sepert n tentunya tdak terlepas dar 
deolog patrarkh yang danut dalam sstem 
kekeluargaan masyarakat adat d Bal yang 
membuat sepertnya eksstens perempuan 
Bal dsepelekan. hak-hak perempuan
sepert tdak danggap pentng terhadap 
su-su aktual pada kebasaan masyarakat 
adat. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan 
gender dalam kehdupan masyarakat d Bal 
terkendala pengaruh deolog patrarkh yang 
kuat, yakn domnas dar lak-lak dalam hal 
kekuasaan pada saat  pengamblan keputusan 
sehngga melahrkan hubungan kekuasaan 
yang domnatf dan sub-ordnatf.1 Kehdupan 
masyarakat adat Bal bahkan memlk 
kecenderungan untuk mempertahankan 
kuatnya hegemon patrarkh n secara tdak 
sadar dan menganggapnya sebaga sesuatu 
yang wajar oleh kaum lak-lak, bahkan 
kaum perempuan pun sepertnya mendukung 
hegemon tersebut terus berlangsung secara 
turun temurun.2
Adanya lak-lak dan perempuan yang 
dsmpulkan menjad purusa dan pradana 
merupakan gambaran dua hal yang harus 
dsembangkan supaya terjad hubungan 
yang harmons. Hal n tdak terlepas dar 
keberadaan bum dan langt, energ postf 
dan negatf, yang juga bsa dwaklkan 
dengan stlah purusa dan pradana. 
Hubungan yang harmons bsa rusak karena 
dkotor oleh kengnan untuk menang 
sendr oleh salah satu phak, terutama ketka 
dlaksanakan pembagan warsa.Purusa 
yang ddentkan dengan lak-lak dpaham 
kurang tepat sebagapenguasa, yang lebh 
kuat sehngga dapat menentukan bagamana 
pembagan waran tu dlakukan sepert 
yang serng terjad  dalam masyarakat pada 
umumnya dmana yang lemah berada pada 
poss untuk melayan apa yang menjad 
kengnan kelompok yang dpandang lebh 
kuat.Pentngnya poss lak-lak sebaga 
akbat adanya trads atau anggapan bahwa 
lak-lak memlk tanggung jawab terhadap 
keberlangsungan trads kelompok.  Hal 
1 N Nyoman Sukert, 2012, Hak Mewaris Perempuan 
Dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kritis, Udayana 
Unversty Press, Denpasar, hlm.81.
2 Ibid.
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n bertentangan dengan kenyataan yang 
terjad d masyarakat, dmana perempuan 
lebh banyak melaksanakan trads yang 
dwarskan oleh leluhur.
Keluarga dalam masyarakat adat Bal 
serng merasa khawatr dan bahkan ada 
yang menganggap sebaga suatu malapetaka 
apabla dalam sebuah keluarga tdak dapat 
memlk keturunan lak-lak atau dalam 
keluarga tersebut hanya mempunya 
keturunan perempuan.3 Pada masyarakat 
adat Bal yang menganut sstem perkawnan 
patrileneal anak perempuan pada umumnya 
tdak berkedudukan sebaga penerus gars 
keturunan pada keluarga bapaknya, dmana 
perempuan n memlk saudara lak-lak. 
Pada saat anak perempuan n  kawn keluar, 
haknya terhadap warsan orang tuanya 
menjad hlang, dmana harta orang tuanya 
selanjutnya akan dwarskan pada saudara 
lak-laknya. Keadaan n menjad alasan 
mengapa anak lak-lak kemudan mengambl 
alh tanggung jawab untuk melaksanakan 
kewajban membayar utang orang tuanya, 
dan melaksanakan kewajban melakukan 
upacara ngaben untuk orang tuanya pada 
saat mennggal nant. Namun bag anak lak-
lak yang memlk karakter penyayang tdak 
akan berskap serakah dengan mengabakan 
saudara perempuannya. Anak lak-lak n 
dapat saja berbag harta warsan orang tuanya 
dengan saudara perempuannya, apabla 
saudara lak-laknya n dapat secara khlas 
memberkannya apakah dengan bagan yang 
sama atau tdak. Anak perempuan tetap 
mendapatkan hak warsan apabla tdak kawn 
keluar atau melakukan perkawnan dengan 
sstem nyentana dmana perempuan berstatus 
purusa sedangkan suamnya berstatus 
pradana.4 Perempuan dapat saja berstatus 
sebaga purusa apabla dlakukan perkawnan 
dengan sstem perkawnan nyentana, dmana 
suamnya yang berstatus sebaga pradana 
akan tnggal bersama dengan keluarga 
dar strnya yang bersatus sebaga purusa. 
Pada kasus yang lan orang tua dapat saja 
memberkan sebagan hartanya kepada anak 
perempuan yang kawn keluar sebaga bekal 
dalam mengarung kehdupan berkeluarga. 
Harta n dapat saja berupa mobl, sepeda 
motor, atau mungkn perhasan. Harta yang 
dbawa oleh perempuan yang kawn keluar 
nlah yang dsebut sebaga harta bawaan 
(tetatadan)
Dewasa n pewarsan pada masyarakat 
adat Bal telah mengalam perkembangan 
khususnya terhadap persamaan hak dalam 
pewarsan bag perempuan Bal yang telah 
datur dalam Keputusan Majels Utama 
Desa Pakraman Bal (MUDP) Bal No. 01/
KEP/PSM-3/MDP Bal/X/2010, tanggal 15 
oktober 2010, tentang hasl-hasl Pasamuhan 
Agung III MUDP Bal, yang memutuskan 
hak dan kewajban anak yang melangsungkan 
perkawnan terhadap harta warsan yang 
ddalamnya terdr atas harta pusaka dan 
harta gunakaya,hal lan yang dputuskan 
adalah bagamana hak wars anak perempuan 
bak tu anak kandung maupun anak angkat.
Berkut n djelaskan sngkat mengena hak 
wars anak perempuan menurut Keputusan 
Majels Utama Desa Pakraman Bal (MUDP) 
3 Made Arpta  Wbawa,   2006,   Wanita   Hindu   Sebuah 
Emansipasi   Kebablasan,   PT.   Empat Warna 
Komunkas, Denpasar, hlm.98. 4 Ibid.hlm.99.
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Bal No.01/KEP/PSM- 3/MDP Bal/X/2010 
adalah  sebaga berkut :
 “Sesudah 2010 wanta Bal berhak 
atas warsan berdasarkan Keputusan 
Pasamuhan Agung III MUDP (Majels 
Utama Desa Pakraman) Bal No. 01/
KEP/PSM-3/MDP Bal/X/2010, 15 
Oktober 2010. Wanta Bal menerma 
setengah dar hak wars purusa setelah 
dpotong 1/3 untuk harta pusaka dan 
kepentngan pelestaran. Hanya jka 
kaum wanta Bal yang pndah ke 
agama orang lan, mereka tdak berhak 
atas hak wars. Jka orangtuanya khlas, 
tetap terbuka dengan memberkan jiwa 
danaatau bekal sukarela”.5
Mencermat berbaga fenomena 
mengena adanya ketmpangan dan 
dskrmnas terhadap perempuan dalam 
masyarakat adat Bal, penuls menjad 
tertarik untuk meneliti secara lebih spesifik 
lag mengena bagamana hukum warsan 
dan hubungannya dengan daha tua menurut 
hukum adat Bal.
1.2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah 
sebagamana durakan d atas, maka dapat 
drumuskan permasalahan bagamanakah 
hukum warsan dan hubungannya dengan 
daha tua menurut hukum adat Bal.
1.3. Tujuan Penelitian
Peneltan n bertujuan untuk 
mengembangkan kemampuan berpkr 
secara konseptual dalam rangka mengetahu 
dan menganalsa hukum warsan dan 
hubungannya dengan daha tua menurut 
hukum adat Bal, dengan cara mencermat 
dan mengkaj lteratur-lteratur yang 
berkatan dengan warsan menurut hukum 
adat Bal menggunakan teor-teor yang 
ddapat dalam perkulahan.
1.4.  Metode Penelitian
1.8.1  Jenis Penelitian
Jens peneltan yang dgunakan 
dalam penulsan n adalah peneltan 
hukum normatf, yang mengkaj asas-
asas hukum adatmengena hukum 
warsan dan hubungannya dengan daha 
tuamenurut hukum adatBal bak secara 
tertuls maupun tdak tertuls. Peneltan 
n akan menggunakan dua pendekatan 
yatu pendekatan hstors dan pendekatan 
konseptual untuk menganalss permasalahan 
hukum warsan dan hubungannya 
dengandaha tuamenurut hukum adatBal. 
Pendekatan hstorsdgunakan untuk 
mendapatkan gambaran mengena hak 
wars perempuan khususnya daha tua dar 
buku-buku yang membahas mengena hal 
tu sehngga dapat dketahu bagamana 
perkembangannya sampa saat n dar 
kontek sejarah. Dar pendekatan n dapat 
dlhat pola bekembangnya hak wars 
perempuan khususnya Daha Tua dar dulu 
sampa sekarang. Pendekatan konseptual 
yang dgunakan dalam peneltan n 
dharapkan dapat mengurakan mengena 
sapa saja yang dsebut daha tua, bagamana 
kedudukannya secara hukum dalam 
masyarakat adat Bal, serta bagamana 
konsekuens kedudukannya tu terhadap 
warsan yang bsa ddapatkannya.  Dsnlah 
dperlukan pendekatan konseptual sebaga 
5 Majels Utama Desa Pakraman (MUDP) Bal, 2010, 
Himpunan Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MDP 
Bali, MUDP, Denpasar, hlm.43.
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landasan berpkr dalam menganalss 
permasalahan. Bahan hukum yang dkaj 
dan yang danalss dalam peneltan hukum 
normatf terdr dar bahan hukum prmer, 
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 
terser.6
II.   HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukum warsan dapat dpaham 
dengan lebh bak melalu hakekat warsan tu 
sendr. Pengertan hakekat menurut kamus 
besar bahasa Indonesa adalah kebenaran, 
kenyataan, yang sebenarnya.7 Pengertan 
hakekat menurut Jalus HR. adalah berupa 
apa yang membuat sesuatu terwujud. 
Hakekat adalah unsur nt atau pokok yang 
menyebabkan sesuatu dapat dwujudkan, 
merupakan unsur yang harus dan wajb ada. 
Unsur nt nlah yang memberkan makna 
terdalam yang merupakan cr khas yang tdak 
dapat dngkar. Hakekat yang merupakan 
nt n yang memberkan nla-nla dasar 
pada sesuatu yang ngn djelaskan. Setap 
kalmat yang dbuat akan menguatkan 
hakekat yang ngn dbangun dalam sebuah 
wacana yang ngn dbangun. Hakekat n 
wajb ada karena merupakan unsur utama 
yang ddukung unsur-unsur lan yang hanya 
sebaga pelengkap untuk menguatkan 
hakekat dalam hal n dapat dsebut sebaga 
makna. Kalmat sederhananya hakkat tu 
adalah pokok atau nt dar yang ada.8
Berkatan dengan warsan yang 
hakekatnya adalah pennggalan datur dalam 
hukum wars adatyang memuat aturan-aturan 
yang memberkan petunjuk bagamana 
proses meneruskan dan pengamblalhan 
harta warsan berupa benda dan berupa harta 
yang tdak berwujud dar suatu angkatan 
manusa kepada turunannya.9 Jad dapat 
dpaham bahwa hukum wars terdr dar 
norma dan azas yang berhubungan dengan 
proses pengalhan dan penerusan harta 
kekayaan yang mencakup harta benda 
materal dan non materal dar pewars 
kepada ahl wars. Harta warsan materal n 
tentunya yang memlk nla ekonom dapat 
berupa uang, tanah, rumah, saham, asurans, 
tabungan, dan deposto. Harta warsan non 
materal adalah harta yang dapat dkatakan 
tdak memlk nla ekonom namun berupa 
kewajban kepada orang tua, keluarga, dan 
masyarakat. Proses pewarsan n dapat 
dlakukan pada saat pewars mash hdup 
ataupun telah mennggal duna. Kejadan 
atau proses n akan terjad berulang-ulang, 
sehngga keturunannya n akan berkembang 
menjad keluarga mandr, yang nantnya 
juga akan melaksanakan proses pewarsan 
n kepada keturunannya.Pewarsan n tdak 
menjad terhambat ketka orang tua pewars 
telah mennggal duna, karena tu penerusan 
atau pengambl alhan harta warsan yang 
terdr dar harta berwujud  dan tdak 
berwujud dapat saja terus dlakukan.10
Khusus dalam masyarakat adat d 
Bal penerusan harta warsan dmula pada 
6 Peter Mahmud Marzuk, 2008, Penelitian Hukum, 
Kencana Prenada Meda Group, Jakarta, hlm.141.
7 Suharso dan Ana Retno Nngsh, 2014, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, Eds Lux, CV. Wdya Karya, 
Semarang, hlm.161.
8 Jalus HR, Pengertian Hakekat, https://jalus12.
wordpress.com/2010/12/06/pengertan-hakekat/ 
dakses 31 Me 2015
9 Soepomo, 2000, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, 
Pradnya Paramta, Jakarta, hlm.84.
10 Wrjono Prodjodkoro, 1986, Asas-Asas Hukum 
Pidana Indonesia, PT.Eresco Bandung, hlm.41.
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saat pewars telah mennggal duna dan 
telah dlakukan upacara pengabenan.11 Pada 
masyarakat Bal proses pewarsan baru dapat 
dlakukan setelah pewars mennggal duna 
dan telah dlakukan upacara pengabenan.
Ketka terjadnya proses pewarsan, 
dmulalah mengumpulkan semua harta 
kekayaan pennggalan yang akan dwarskan 
kepada ahl wars.Korn berpendapat dalam 
bukunya Panetje bahwa hukum pewarsan 
adalah merupakan salah satu bagan yang 
palng sult pada hukum adat Bal. Adapun 
penyebab kesultan tersebut adalah karena 
adanya perbedaan-pebedaan dar daerah 
– daerah yang ada d Bal mengena warsan 
yang   ddapatkan oleh ahl wars. Perbedan 
tu menyangkut harta apa saja yang boleh 
dwarskan, perbedaan bagan yang dperoleh 
oleh ahl wars dan putusan-putusan yang 
dputuskan oleh pengadlan adat.12 Paswara 
Resden Bal dan Lombok tahun 1900, 
mengena pewarsan memberkan ketentuan 
yang berbeda, dmana harta yang akan 
dwarskan merupakan harta kekayaan yang 
mash setelah dpotong untuk dpergunakan 
membayar hutang dan baya proses 
dlakukannya pewarsan.  Ahl warsan 
dbagkan harta warsan dalam pors yang 
sama, tdak hanya harta warsan namun juga 
mengena kewajban terhadap pemelharaan 
pur, pemerajan dan adat pun dbag sama 
rata. Hal n cenderung dapat dpenuh oleh 
Pengadlan Neger manakala terjad tuntutan 
yang sepert tu.13
Sstem hukum wars yang dkenal oleh 
masyarakat Indonesa adalah sstem hukum 
wars adat, sstem hukum wars Islam dan 
sstem hukum wars menurut KUH Perdata. 
Menurut Ter Haar,14 hukum wars adat 
merupakan hukum yang berhubungan dengan 
berlangsungnya penerusan dan pengalhan 
harta warsan yang bersfat materal maupun 
nmateral dar satu keturunan kepada 
keturunan berkutnya yang dlakukan sesua 
dengan aturan yang berlaku pada masyarakat 
adat Bal. Pewarsan mengandung kadah 
hukum yang menentukan kedudukan hukum 
pewars dengan ahl wars terhadap harta 
yang akan dwarskan pada saat pewars 
telah mennggal maupun ketka mash 
hdup.15  Kadah-kadah nlah yang mengatur 
hubungan hukum yang menentukan hak yang 
ddapatkan oleh ahl wars dan kewajban 
apa yang menjad tanggung jawab ahl wars.
Memperhatkan nla-nla hukum wars 
adat dalam hukum adat Bal sepert apa 
yang durakan d atas, maka sesua dengan 
peneltan yang dlakukan dsn, hal pokok 
yang datur dalam hukum adat khususnya 
hukum adat Bal adalah mengena hukum 
wars. Istlah “wars” berasal dar bahasa arab 
yang telah menjad bahasa Indonesa yang 
artnya orang yang menerma harta pusaka 
dar orang yang telah  mennggal. Hukum 
wars merupakan peraturan-peraturan yang 
mengatur unsur-unsur dalam pewarsan, yang 
11 Soerpto, 1983, Beberapa Bab tentang Hukum Adat 
Bali, Fakultas Hukum Fakultas Hukum Unverstas 
Neger Jember, Jember, hlm.49.
12 Gde Panetje, Aneka Catatan Tentang Hukum Adat 
Bali, CV. Kayumas Agung, Denpasar, hlm.101.
13 ibid, hlm.106. 
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14 Ter Haar, 1982,Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, 
Dterjemhakan oleh K. Ng. Soebekt Proesponoto, 
Pradnya Paramta, Jakarta, hlm.231.
15 I Gde Pudja , 1982, Pedoman Penghayatan Dan 
Pengamalan Pancasila dan Ajaran Hindu Dharma, 
Cetakan Keempat, Drektorat Jendral Bmbngan 
Masyarakat Hndu dan Budha Departeman Agama RI. 
hlm.50.
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merupakan sebuah proses pengalhan harta 
kekayaan bak tu berupa materal maupun 
non materal. Ayu Putu Nantr memberkan 
pengertan tentang hukum wars adat :
 “Suatu proses penerusan dar pewars 
kepada ahl wars tentang barang-
barang materl maupun barang-barang 
mmaterl yang mana hal n berart 
bahwa penerusan n menyangkut 
penerusan hak-hak dan kewajban-
kewajban”.16
Warsan dalam masyarakat adat 
d Bal tdak hanya menyangkut tentang 
hak namun juga kewajban-kewajban 
pada leluhur, masyarakat, dan keluarga. 
Seseorang yang menjad ahl wars dalam 
sstem kewarsan ndvdual sepert n 
akan menerma tdak hanya hak terhadap 
harta benda mlk s pewars namun juga 
akan menerma kewajban-kewajban dar 
s pewars. Ahl wars dalam masyarakat 
adat Bal yang dalam sstem kewarsan 
mayorat adalah anak lak-lak yang tertua 
atau serng dsebut purusa juga menerma 
kewajban sebaga kepala keluarga setelah 
orang tuanya mennggal. Pada saat sepert 
n seorang purusa juga memlk tanggung 
jawab untuk memelhara adk-adknya 
dan pennggalan harta pusaka yang tdak 
dapat dbag-bagnya sepert pura keluarga 
(sanggah/merajan).  Apabla ahl wars 
menerma harta warsan yang tdak dapat 
dbag-bag atau dalam pengertan lan harta 
warsan tersebut adalah mlk bersama para 
ahl wars, maka dapat dkatakan dalam hal 
n juga berlaku kewarsan kolektf sehngga 
dapat dmengert bahwa pada masyarakat 
adat Bal, menurut Tjokorde Istr Putra 
Astt, dkk :
 “Masyarakat adat Bal yang umumnya 
menganut susunan kekeluargaan 
patrlneal, akan berlaku ketga sstem 
kewarsan yakn ndvdual , kolektf 
dan mayorat”.17
Berdasarkan uraan d atas dapat 
dkemukakan bahwa pengertan dan hakekat 
warsan menurut hukum adat Bal adalah 
proses pelmpahan harta kekayaan, hutang, 
kewajban dan tanggung jawab dar pewars 
kepada ahl wars dengan mempertmbangkan 
kedudukannya apakah sebaga purusa atau 
tdak sebaga purusa. Pengertan dan hakekat 
warsan sepert tersebut akan semakn 
jelas bla dkaj berdasarkan teor sstem 
hukum yang pada dasarnya menegaskan 
“bekerjanya suatu sstem hukum merupakan 
hasl nteraks yang dnams dar substans, 
struktur, dan kultur atau budaya”. Hakekat 
warsan terdapat pada aturan hukum berupa 
awig-awig dan keputusan Majels Utama 
Desa Pakraman (MUDP) yang merupakan 
substans dar sstem hukum dan dtegakkan 
oleh desa pakraman dan Majels Utama Desa 
Pakraman (MUDP) sebaga struktur dalam 
sstem hukum, serta keadaan n sudah cocok 
dengan sstem kekeluargaan patrleneal 
sepert yang terjad pada masyarakat adat 
Bal, dmana berlaku tga sstem kewarsan 
16 Ayu Putu Nantr, 1982,Kedudukan Ahli Waris Yang 
Beralih Agama Menurut Hukum Adat Waris di 
Kabupaten Badung, Laporan Penelitian, Fakultas 
Hukum Unverstas Udayana, Denpasar, hlm.1.
17 Tjkorde Istr Putra Astt, I Wayan Ben, N Nyoman 
Sukert, 1984,  Hukum Adat Dua (Bagian Dua), Bro 
Dokumentas dan Publkas Hukum Fakultas Hukum 
Unverstas Udayana, Denpasar, hlm.51.
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yakn ndvdual, kolektf dan mayorat yang 
merupakan cermnan dar pengaruh budaya 
sstem kekeluargaan dan Tr Hta Karana 
terhadap sstem hukum adat Bal .
Bla dlhat dar hak (swadikara) yang 
ddapatkan seorang ahl wars berupa warsan 
menurut hukum adat Bal, warsan dapat 
dbedakan berdasarkan sfatnya yang dapat 
dbag dan tdak dapat dbag. Warsan yang 
dapat dbag adalah sepert tanah, harta mater 
sepert kendaraan, rumah, uang, dan lan-
lan. Warsan yang tdak dapat dbag adalah 
tempat suc dan karang desa (tanah mlk 
desa adat) yang ddapatkan karena menjad 
krama atau warga dar desa adat/pakraman). 
Sfat warsan n pun dapat dbedakan dar 
seg ekonom. Ada warsan yang memlk 
nla ekonom sepert tanah produktf (sawah, 
ladang), tabungan/deposto, dan lan-lan. 
Warsan yang tdak memlk nla ekonom 
adalah sepert tempat suc (pura keluarga), 
kewajban (swadharma) kepada keluarga, 
leluhur dan masyarakat adat, juga kewajban 
berupa ayahan (kewajban kerja dalam 
kegatan desa pakraman) dan pembayaran 
uran (urunan).
Dalam hubungan kekeluargaan n 
terdapat unsur-unsur yang menjad pelaku 
dalam proses pewarsan, selan unsur pelaku 
juga terdapat unsur berupa harta kekayaan 
yang menjad obyek pewarsan. Bla 
drumuskan, maka unsur-unsur yang harus 
ada dalam pewarsan terdr dar pewars, 
warsan, dan ahl wars yang durakan 
sebaga berkut :
1.   Pewaris
Pengertan pewars ddalam Hukum 
Wars Adat menurut Hlman Hadkusuma,
 Seseorang yang dapat melmpahkan 
atau mengalhkan harta benda 
yang dmlknya, apakah harta tu 
merupakan harta yang dapat dbag-
bag atau tdak dapat dbag-bag. Harta 
benda n kemudan akan menjad hak 
mlk orang yang dwarskan dalam hal 
n adalah keturunannya.18
Sesorang yang dapat dgolongkan 
sebaga pewars dalam hal n orang tua 
kandung, saudara dar orang tua kandung, 
kakek dan nenek atau orang tua dar bapak 
dan bu kandung. Sesuatu yang past 
menyebabkan seseorang memupunya 
status sebaga pewars adalah karena 
memlk harta benda yang akan dwarskan.
Selanjutnya Tjokorde Istr Putra Astt dkk 
berpendapat bahwa :
 Orang ketka mennggalnya 
mennggalkan harta warsan atau harta 
pennggalan yang akan beralh atau 
dteruskan kepada ahl warsnya.19
2.   Harta Warisan
Harta warsan adalah hal pokok 
yang menyebabkan proses pewarsan tu 
dapat berlangsung. Harta kekayaan yang 
dtnggalkan atau dwarskan oleh pewars 
pada saat telah mennggal duna maupun 
pada saat mash hdup nlah yang dsebut 
dengan harta warsan. Harta warsan yang 
dmaksudkan dsn tdak hanya harta 
yang menunjukan nla ekonom, namun 
juga termasuk harta yang menunjukan 
nla keagamaan. Soerpto20 mengurakan 
18 Hlman Hadkusuma, 1994, Hukum Waris Indonesia, 
Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama 
Hindu- Islam, Ctra Adtya Bakt, Bandung,hlm.9-10.
19 Tjokorde Istr Putra Astt,I Wayan Ben, N Nyoman 
Sukert, op.cit., hlm.50.
20 Soerpto, op. cit., hlm. 92.
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bagamana keluarga yang menganut agama 
Hndu d Bal juga mempunya harta 
kekayaan keluarga yang dapat berupa harta 
benda yang mengandung nla-nla relgus 
yang dtunjukan karena hubungannya dengan 
kegatan atau rtual keagamaan, dan juga 
harta yang tdak termasuk dalam kelompok 
yang memlk nla-nla keagamaan sepert 
harta akas kaya, harta jwa dana, harta druwe 
gabro.
Hlman Hadkusuma berpendapat 
harta warsan adalah :
 “Semua harta berupa hak-hak dan 
kewajban-kewajban yang beralh 
penguasaan atau pemlkannya setelah 
pewars mennggal duna kepada ahl 
wars”.21
Dskus Hukum Wars Adat d 
Bal menghaslkan kesmpulan yang 
menyatakakanharta warsan adalah :harta 
pusaka, harta bawaan atau harta yang telah 
menjad mlk perempuan dan lak-lak 
sebelum perkawnan, yang ddapatkan dar 
usaha sendr atau dberkan oleh keluarga 
yang dbawa pada saat melangsungkan 
perkawnan, dan harta perkawnan yatu harta 
yang dhaslkan atau ddapatkan pada saat 
perkawnan. Harta n serng dsebut guna 
kaya. Hak yang ddapatkan dar masyarakat 
adat juga dgolongkan sebaga harta 
sepert msalnya hak terhadap penggunaan 
kuburan.22
3.   Ahli Waris
D dalam kehdupan masyarakat d 
Indonesa para ahl wars tdak terlepas dar 
pengaruh susunan kekerabatannya yang 
patrlneal, matrlneal dan parental atau 
blateral.23 Masyarakat yang menganut sstem 
kekeluargaan patrleneal mengutamakan azas 
dmana anak lak-lak dposskan sebaga 
penerus gars keturunan sebaga sesorang yang 
berhak untuk menjad ahl wars, sementara 
anak perempuan tdak dutamakan sebaga 
ahl wars. Kemungknan wanta menjad 
ahl wars kecl sekal, kecual dkarenakan 
a sebaga janda dan almarhum pewars 
menggunakan hak pakanya atas pennggalan 
harta suamnya atau a sebaga anak wanta 
yang dber kedudukan sebaga anak pra 
(penggant) dengan melakukan perkawnan 
“ambl pra”.24  Pada masyarakat adat yang 
mempertahankan susunan kekerabatan dar 
gars kebuan (matrlneal) yang berhak 
menjad ahl wars adalah wanta, sedangkan 
anak-anak pra deolognya bukan pewars.25 
Untuk susunan masyarakat yang bersfat 
keorangtuaan (parental) atau yang menark 
gars keturunan dar dua ss, yatu dar phak 
ayah dan dar phak bu (blateral), tdak 
membedakan kedudukan anak pra maupun 
anak wanta sebaga ahl wars.
Hukum adat Bal mengelompokkan ahl 
wars menjad beberapa kelompok, dmana 
menurut Soerjono Soekanto,menyebutkan 
ahl wars dalam hukum adat Bal 
menggunakan empat macam kelompok 
keutamaan yakn :26 
21 Hlman Hadkusuma,op.cit, hlm.33.
22 Lembaga Pembnaan Hukum Nasonal, 1997, 
Kedudukan Wanita Dalam Hukum Waris Menurut 
Hukum Adat Bali,Hasil-Hasil Diskusi Hukum Adat 
Waris Di Bali, Sekretarat Panta Dskus Hukum 
Adat Wars d Denpasar, hlm.4.
23 Hlman Hadkusuma, op. Cit. hlm.63.
24 ibid.
25 Ibid, hlm. 96.
26 Soerjono Sooekanto dan Sulaman B. Taneko, 1994, 
Hukum Adat Indonesia, CV. Rajawal, Jakarta, 
hlm.287.
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a. Kelompok keutamaan I : keturunan 
pewars
b.   Kelompok keutamaan II : orang tua 
pewars
c.   Kelompok keutamaan III : saudara-
saudara pewars dan keturunanya
d.   Kelompok keutamaan IV : kakek dan 
nenek pewars.
Keturunan dar pewars adalah dsebut 
sebaga ahl wars utama yang memlk hak 
pertama dalam pewarsan, sedangkan ahl 
wars yang lan baru memlk hakatas harta 
warsan manakalaorang tua yang mennggal 
tu tdak memlk anak, artnya apabla 
seorang anak lebh dahulu mennggal duna 
maka yang mempunya hak mendapatkan 
warsan dar anak yang mennggal tersebut 
adalah anaknya sendr. Manakala seorang 
anak pewars tad tdak memlk keturunan 
lag barulah yang memlk hak mewars 
adalah orang tuanya sendrsebaga 
kelompok keutamaan II, kemudan apabla 
orang tua pewars sudah mennggal duna 
maka sebaga ahl wars adalah kelompok 
keutamaan III yakn saudara-saudara 
pewars dan keturunannya. Demkan 
seterusnya apablasaudara-saudaradar 
pewars dan keturunannya sudah tdak 
ada lag sehngga ahl wars penggantnya 
adalah kakek dan nenek dar s pewars 
tersebut.Pada umumnya masyarakat Bal 
menganut sstem kekeluargaan patrlneal, 
sehngga dalam hukum adat d Bal, I Gde 
Pudja, mengatakan persyaratan-persyaratan 
sebaga ahl wars adalah:27 
a) Adanya hubungan darah antara 
seseorang yang menjad ahl wars 
dengan pewars, sepert anak kandung 
dar pewars
b) Anak tersebut adalah seorang anak 
yang memlk jens kelamn lak-lak
c) Apabla pewars tdak memlk anak 
kandung, maka yang juga memlk 
hak adalah seseorang yang bukan anak 
kandung (anak angkat)
d) Apabla pewars tdak memlk anak, 
maka dalam hukum Hndu memberkan 
kesempatan kepada kelompok atau 
golongan tertentu yang mempunya 
hubungan kekerabatan dengan 
pewars, dan sesua dengan ketentuan 
yang datur dalam hukum Hndu. 
Penjelasan mengena hukum warsan d 
atas belum ada yang membcarakan mengena 
hak warsan dar seorang daha tua. Pengertan 
daha tua menurut Korn adalah anak wanta 
yang tdak pernah kawn.28  Dalam daftar 
kata buku Hak Mewars Perempuan  Dalam 
Hukum Adat Bal Sebuah Stud Krts karya 
N Nyoman Sukert kata deha tua dartkan 
sebaga sebutan dan status bag anak 
perempuan yang tdak kawn sampa tua.29 
Dar beberapa penjelasan mengena daha 
tua tersebut penuls berpendapat daha adalah 
perempuan dewasa secara bologs dengan 
cr-cr mulanya mentruas, umur mula dar 
belasan tahun sampa batas umur dkatakan 
sebaga tua atau usa lanjut, dmana menurut 
pasal 1 Undang-Undang no. 4 tahun 1965, 
Seseorang dkatakan sebaga orang jompo 
atau usa lanjut setelah yang bersangkutan 
28 V.E Korn, 1972, Hukum Adat Waris Bali (Het Adatrech 
van Bali bab-IX) terjemahan I Wayan Pangkat, Bro 
Dokumentas Dan Pubkas Hukum, Fakultas Hukum 
dan Masyarakat, Unv. Udayana, Denpasar, hlm.46.
29 N Nyoman Sukert, op. cit., hlm.131.
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mencapa usa 55 tahun, tdak mempunya 
atau tdak berdaya mencar nafkah sendr 
untuk keperluan hdupnya sehar-har, dan 
menerma nafkah dar orang lan. Selan 
tu dewasa juga dapat dkaj dar perspektf 
pskolog dan hukum. Secara pskologs 
perempuan dkatakan dewasa ketka telah 
dapat bertanggung jawab atas perbuatannya 
sendr terhadap orang lan, lngkungannya, 
dan drnya sendr. Sedangan dar perspektf 
hukum Indonesa perempuan dsebut 
dewasa adalah pada saat perempuan tu 
berada dar rentang umur mula 18 tahun, 
dmana ketka perempuan berada pada umur 
d bawah 18 tahun dsebut sebaga anak d 
bawah umur. Setelah perempuan ada pada 
umur yang dsebut dewasa menurut hukum 
barulah perempuan n dapat dadl secara 
hukum postf manakala mereka melakukan 
perbuatan yang mengandung konskwens 
hukum. Hal yang palng substans seorang 
perempuan dewasa dsebut daha tua adalah 
karena statusnya yang tdak pernah kawn.
Pada saat seorang perempuan dewasa telah 
mencapa batas akhr umur untuk kawn yang 
dtanda berakhrnya kemampuan reproduks 
secara bologs (kra-kra setelah 50 tahun) 
belum juga melakukan perkawnan, keadaan 
nlah yang dsebut dengan status daha 
tua.  Jad daha tua dapat dpaham sebaga 
seorang perempuan dewasa dengan rentang 
umur mula kra-kra dar 50 tahun sampa 
mennggal dengan status belum pernah 
melakukan perkawnan.
Keputusan Mahkamah Agung yang 
telah menetapkan ketentuan ahl wars 
menurut hukum adat, khususnya ahl wars 
anak perempuan, terdapat dalam putusan 
Mahkamah Agung Republk Indonesa Nomor 
4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 
1999, dalam putusannya menyatakan 
bahwa anak perempuan d Bal berhak atas 
harta pennggalan dar pewars. Melalu 
keputusan tersebut menjelaskan bahwa anak 
perempuan berhak menerma harta warsan 
dar pewars dan karena tu anak perempuan 
harus danggap sebaga ahl wars. Gender 
menjelaskan perbedaanperanan antara 
pra dengan wanta, yang dbentuk oleh 
masayarakat sesua dengan norma sosal 
budaya masyarakat. Menurut hukum adat 
masyarakat patrlneal, sudah sangat banyak 
peranan yang dmankan oleh kaum wanta 
dsegala bdang sejak dulu.30
Dalam hukum adat Bal, anak 
perempuan/daha tua bukanlah ahl wars, 
hal n sejalan dengan sstem kekerabatan 
yang berlaku dalam masyarakat adat 
Bal, yatu Patrlneal atau kepurusa, 
dmana kewajban anak lak-laklah yang 
melanjutkan segala kewajban tersebut 
bak yang berhubungan dengan tempat 
pemujaan/persembahyangan yang serng 
dsebut dengan merajan/sanggah, segala 
kewajban pawongan (kemanusaan) lannya 
dalam katannya dengan keluarga sebaga 
bagan dar masyarakat adat, serta berbaga 
kewajban yang lannya, yang berhubungan 
dengan orang tua/ leluhur. Perempuan 
danggap kurang patut untuk mendapatkan 
warsan, kurang lebh karena kedudukannya 
tdak sebaga purusa, karena kewajban 
yang dlakukan oleh perempuan/daha tua 
terhadap keluarga dan masyarakattdak 
30 Gek Ela Kumala Parwta, Majalah Balsrut, http://
www.balsrut.or.d, (dakes12-09-2014,14.00 WITA), 
hlm.26.
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sepert lak-lak yang berkedudukan sebaga 
purusa, sudah sewajarnyalah perempuan/
daha tua tdak mendapatkan warsan sama 
sepert purusa. Namun jkalau seorang 
perempuan yang menurut hukum adat Bal 
dapat dangkat sebaga purusa dalam kasus 
sentana rajeg, maka hak mewarsnya pun 
akan sama dengan lak-lak yang berstatus 
purusa.
Mengena tanggung jawab daha tua 
terhadap keluarga dan masyarakatadalah 
sama dengan anak perempuan yang belum 
kawn, namun tdak sama dengan lak-
lak, bak yang berstatus sebaga purusa 
maupun tdak. Tanggung jawab nlah yang 
menyebabkan adanya perbedaan pemberan 
hak kepada anak perempuan maupun 
daha tua.Pada masyarakat adat Bal, anak 
perempuan bukanlah sebaga ahl wars, 
namun dapat menjad ahl wars apabla 
statusnya dangkat menjad lak-lak secara 
hukum adat Bal dkenal dengan stlah 
Sentana Rajeg, sepanjang a tdak kawn 
keluar.Walaupun anak perempuan bukanlah 
merupakan ahl wars,akan tetap a berhak 
menkmat atas bagan dar harta warsan 
selama tdak putus haknya. Kehlangan hak 
menkmat dar harta warsan tu terjad 
apabla anak perempuan kawn keluar. 
Jad, jka kemudan anak perempuan kawn 
keluar, bagan yang dnkmat tu harus 
dserahkan kembal kepada keluarganya dan 
harta warsan n tdak boleh dbawa serta 
masuk ke perkawnan. Namun, Gde Panetje 
berpendapat bahwa ;
 selama anak perempuan belum kawn 
pun a tdak boleh melakukan tndakan 
yang dapat danggap tndakan 
pemlkan terhadap bagannya, 
kecual atas haslnya msalnya a 
tdak boleh menjual, menggadakan 
atau membebankan atas hutang atau 
mengalhkannya tanpa persetujuan ahl 
wars lak-lak lannya atau ahl wars 
pengawas yatu paman atau sepupu 
lak-lak dar gars lak-lak (purusa).31
Selan uraan d atas, kedudukan 
perempuan/daha tua juga dapat dlhat pada 
keputusan pengadlan sejak jaman Raad 
Kertha (Raad Kertha Sngaraja Tanggal 
19 Jul 1937 Nomor 41/Spl) sampa 
jaman setelah Pengadlan neger terbentuk 
(Keputusan Pengadlan Neger Negara 
tanggal 29 Jun 1953 Nomor 20/Spl),32  yang 
snya menyatakan bahwa anak perempuan 
yang  selama hdupnya tdak melakukan 
perkawnan (daha tua), haknya untuk 
menkmat harta warsan tetap berlangsung 
selama a mash hdup. Dengan demkan, 
anak wanta berhak atas bagan harta warsan 
keluarga, bukan sebaga pemlk, melankan 
sebaga barang yang dnkmat.  Bagan 
yang berhak dterma anak perempuan 
adalah satu berbandng dua dbandngkan 
dengan bagan yang dterma anak lak-
lak sesua dengan konsep rembat sesuhun. 
Konsep rembat sesuhun juga dkenal dengan 
konsep ategen asuhun. Ategen yang artnya 
sepkul adalah dua bagan untuk anak lak-
lak mengngat tanggung jawabnya dalam 
keluarga yang lebh besar, sedangkan 
asuhun yang artnya sejunjungan (menaruh 
barang d atas kepala) adalah satu bagan 
untuk anak wanta mengngat tanggung 
jawabnya dalam keluarga yang lebh kecl. 
31 I Gede Panetje, op. Cit, , hlm.111
32 Gde Panetje, op. cit, hlm.170.
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Sesua dengan jens haknya, yatu hak 
untuk menkmat, bukan sebaga hak mlk, 
maka a tdak boleh melakukan tndakan 
kepemlkan terhadap harta tersebut sepert 
menjual, menggadakan, membebankan atas 
hutang ataupun mengalhkan kepada orang 
lan, kecual mendapat persetujuan dar ahl 
wars atau mendapat jn dar pengadlan. 
Hal sepert n pernah dputuskan oleh Raad 
Kertha Karangasem Tanggal 3 Nopember 
1936, Nomor 33/Spl.33
Kajan n membuktkan telah terjad 
keadlan yang dharapkan apabla danalss 
menggunakan teor dar Arstoteles.  Dlhat 
dar teor n perempuan semestnya 
dperlakukan sama dengan lak-lak karena 
sama-sama dapat melaksanakan kewajban. 
Namun juga semestnya dperlakukan berbeda 
karena adanya perbedaan jens kelamn. 
Perbedaan jens kelamn menyebabkan 
fungs perempuan dalam kehdupan 
sebaga manusa menjad berbeda dengan 
lak-lak. Keadaan alam perempuan yang 
memlk kemampuan untuk berketurunan 
atau mempunya anak tdak dmlk oleh 
lak-lak. Namun perempuan tdak dapat 
melaksanakan kemampuan alamnya untuk 
berketurunan atau mempunya anak tanpa 
adanya pembuahan dar lak-lak. Perempuan 
dan lak-lak memlk kemampuan dan fungs 
alam yang berbeda walaupun sama-sama 
sebaga manusa.  Hubungannya dengan hak 
mendapatkan warsan, perempuan dapat saja 
menerma hak yang sama dengan lak-lak 
apabla peran dan fungs yang dlakukan oleh 
perempuan tu adalah sama. Kenyataanya 
dalam masyarakat adat Bal, perempuan 
baru dapat mengambl peran sepert lak-
lak ketka dalam sebuah keluarga tdak 
mendapatkan keturunan lak-lak yang akan 
djadkan purusa (penerus gars keturunan). 
Pada saat tulah perempuandapat dangkat 
statusnya menjad sentana rajegyang 
mengambl peran sebaga purusa melalu 
perkawnan, dmana lak-lak  atau suamnya 
berstatus sebaga pradana.
Mengena daha tua yang tdak 
berstatus purusa karena bukan lak-lak dan 
sentana rajeg, tentunya tdak melaksanakan 
kewajban sebaga penerus gars keturunan, 
kewajban meneruskan pelaksanaan rtual 
keagamaan d Sanggah atau Pemerajan, 
dan kewajban sebaga krama ngarep 
d desa pakraman.  Dengan demkan 
dapat danggap adl ketka daha tua tdak 
mendapatkan hak warsan sama dengan lak-
lak (purusa). Walaupun demkan seorang 
daha tua tdak pernah kehlangan haknya 
untuk menggunakan harta kekayaan orang 
tuanya (guna kaya) sebaga jiwa dana atau 
harta kekayaan yang dpaka untuk menjaga 
kelangsungan hdupnya. Namun jka daha 
tua n adalah seorang anak tunggal, maka 
secara otomats menjad sentana rajeg dalam 
pengertan ahl wars satu-satunya. Daha tua 
dalam kasus sepert n juga dapat dkatakan 
sebaga purusa, karena sebaga penerus 
tanggung jawab dan kewajban (swadharna) 
pada keluarga dan masyarakat.
Pada saat daha tua berstatus sebaga 
purusa, hak warsnya sama dengan lak-lak 
dan perempuan yang berstatus purusa.Hal 
ndsebabkan oleh karena kewajbannya 
yang sama dengan lak-lak dan perempuan 
yang berstatus purusa. Namun jka daha 
tua n bukan anak tunggal yang memlk 33 Gde Panetje, op. cit, hlm.111.
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saudara lak-lak/perempuan, maka statusnya 
bukanlah sentana rajeg yang berkedudukan 
sebaga pradana dan haknya dalam pewarsan 
adalah sama dengan anak perempuan muda 
yang belum kawn.
Namun demkan peranan struktur 
(desa pakraman dan MUDP) dalam teor 
sstem hukum dsn adalah memberkan 
keadlan kepada daha tua yang dtuangkan 
dalam bentuk aturan hukum (awig-awig dan 
keputusan MUDP) dengan memperhatan 
budaya dalam masyarakat Bal dan 
perjuangan kesetaraan gender sepert yang 
dmaksudkan dalam teor femnsme pada 
halaman 23. Penggunaan teor femnsme 
adalah untuk mengukur kesetaraan antara 
perempuan dan lak-lak yang ddasarkan 
pada kemrpan/kesamaan (smlartes), 
dan perlakuan khusus (specal treatment) 
terhadap perbedaan lak-lak dan perempuan 




Berdasarkan hasl kajan yang telah 
dlakukan maka dapat dsmpulkan beberapa 
hal dantaranya:
1. Hakekat pewarsan menurut hukum 
adat Bal adalah proses pelmpahan 
harta kekayaan, hutang, kewajban dan 
tanggung jawab dar pewars kepada 
ahl wars dengan mempertmbangkan 
kedudukannya apakah sebaga purusa 
atau tdak sebaga purusa. Hal n sesua 
dengan sstem kekeluargaan yang yang 
dlakukan atau danut oleh masyarakat 
adat d Bal yatusstem patrlneal, 
dmana berlaku tga sstem kewarsan 
yakn ndvdual, kolektf dan mayorat. 
Hak (swadikara) yang ddapatkan 
seorang ahl wars berupa warsan 
dbedakan berdasarkan sfatnya yang 
dapat dbag dan tdak dapat dbag. 
Warsan yang dapat dbag adalah 
sepert tanah, harta mater (kendaraan, 
rumah, uang, dan lan-lan).  Warsan 
yang tdak dapat dbag adalah tempat 
suc dan karang desa (tanah mlk 
desa adat) yang ddapatkan karena 
menjad krama atau warga dar desa 
adat/pakraman). Sfat warsan n pun 
dapat dbedakan dar seg ekonom. 
Ada warsan yang memlk nla 
ekonom sepert tanah produktf 
(sawah, ladang), tabungan/deposto, 
dan lan-lan. Warsan yang tdak 
memlk nla ekonom adalah sepert 
tempat suc (pura keluarga), kewajban 
(swadharma) kepada keluarga, leluhur 
dan masyarakat adat, juga kewajban 
berupa ayahan (kewajban kerja 
dalam kegatan desa pakraman) dan 
pembayaran uran (urunan).Unsur-
unsur yang harus ada dalam pewarsan 
terdr dar pewars, warsan, dan ahl 
wars.  Sesua dengan sstem hukum 
adat Bal, pembagan warsan dapat 
berlangsung karena adanya struktur 
yang memlk wewenang untuk 
mengatur pembagan warsan tersebut 
sepert desa pakraman dan Majels 
Utama Desa Pakraman (MUDP) Bal.
2. Kedudukan daha tua dalam pewarsan 
menurut hukum adat Bal dtentukan 
oleh statusnya sebaga purusa/sentana 
rajeg atau sebaga pradana. Apabla 
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seorang daha tua tdak memlk 
saudara (anak tunggal), haknya 
terhadap warsan adalah sama dengan 
purusa/sentana rajeg. Namun apabla 
daha tua tdak berstatus purusa/
sentana rajeg maka warsan yang 
dapat dtermanyamenurut hukum 
adat Bal sepert yang terdapat dalam 
awig-awigdan pustaka-pustaka 
mengena hukum adat Bal adalah 
sama dengan perempuan muda yang 
belum kawn(pradana), yatu hanya 
berhak menggunakan harta guna kaya 
dar orang tuanya sebaga jiwa dana 
atau harta kekayaan yang dgunakan 
untuk menjaga kelangsungan 
hdupnya. Perkembangan selanjutnya 
pesamuhan MUDP memutuskan, 
seorang perempuanberhak menerma 
setengah dar hak wars purusa setelah 
dpotong 1/3 untuk harta pusaka dan 
kepentngan pelestaran sepanjang 
perempuan n tdak pndah agama dan 
durhaka pada orang tuanya. Warsan 
yang dterma daha tua juga tergantung 
pada peran struktur yang memlk 
wewenang dalam mengatur pemberan 
warsan sepert Desa Pakraman dan 
Majels Utama Desa. Pakraman, dan 
pemahaman masyarakat adat pada 
hukum adat mengena warsan yang 
selalu berusaha untuk menegakan 
nla-nla keadlan.
3.2.  Saran
1. Kepada desa adat dsarankan agar 
mengadops keputusan pesamuhan 
agung dalam awg-awg sebagamana 
tertuang dalam keputuasn Majels 
Utama Desa Pakraman.
2. Kepada para penegak hukum, 
khususnya hakm dan notars agar 
menjadkan hasl keputusan Majels 
Utama Desa Pakraman sebaga acuan 
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